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Skripsi ini membahas tentang pola jaringan politik klan Kepala Desa di 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Tujuan penelitian ini ialah untuk 
mengetahui proses terbentuknya  jaringan politik klan Kepala Desa di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto serta mengetahui dampak yang di timbulkan politik 
klan Kepala Desa terhadap perilaku politik masyarakat di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini melalui metode wawancara, observasi, studi 
kepustakaan, dan penelususran data online. Kemudian teknik analisis data 
dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, triangulasi, dan 
menarik kesimpulan serta verifikasi. 
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses terbentuknya 
jaringan politik klan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
dipengaruhi oleh tiga hal yakni hubungan kekeluargaan/ pertalian darah, 
stratifikasi sosial dan kekuatan modal. Masyarakat Sulawesi Selatan pada 
umumnya dan masyarakat Jeneponto pada khususnya di Kec. Rumbia masih ketat 
memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Kelompok 
masyarakat yang berada pada posisi teratas dalam stratifikasi sosial memiliki 
kekuatan yang dapat memengaruhi kelompok masyarakat lainnya. Dalam kasus 
yang terjadi di Kecamatan Rumbia, Para Kepala Desa yang masih dalam golongan 
kaum bangsawan ataupun biasa disebut Karaengmemanfaatkan posisinya sebagai 
kaum bangsawan ataupun Karaeng untuk membangun jaringan politik. Kekuatan 
modal yang dimiliki para Kepala Desa juga banyak dimanfaatkan untuk 
mendukung jaringan politik klan mereka. Adapun dampak di timbulkan politik 
klan Kepala Desa terhadap perilaku politik masyarakat di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto adalah tingkah laku kolektif / kerja sama warga 
dimanfaatkan oleh para Kepala Desa untukmemperoleh dukungan politik 







A. Latar Belakang 
Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan 
demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan bangsa 
Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi 
negara dan penderitaan bagi rakyat. Langkah terobosan yang dilakukan dalam 
proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR hasil 
pemilu 1999 dalam empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting 
dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan 
pemerintahan yang demokratis pula, peranan anggota DPR sebagai lembaga 
legislative diperkuat, semua anggota DPR dipilih lewat pemilu, Pengawasan 
terhadap presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia memperoleh jaminan yang 
semakin kuat, amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan Presiden 
dan  wakil Presiden secara langsung dan pertama kali dilaksanakan tahun 2004 
Langkah Demokratis berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala 
daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004
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Tentang pemilihan kepala daerah diseluruh Indonesia dipilih melalui 
pemilukada mulai pertengahan tahun 2005,Semenjak itu semua kepala daerah 
yang habis masa jabatannya harus dipilih melalui proses pemilukada, pemilukada 
bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan
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 hak bagi rakyat untuk menentukankepala daerah, hal ini tentu berbeda dengan 




Sementara itu konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi 
yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran 
implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang 
lain. Di Indonesia demokasi bukan merupakan suatu yang asing mengacu pada 
tradisi muyawarah-mufakat. Tradisi ini, dengan segala variannya, mengandung 
nilai-nilai demokrasi. Praktik musyawarah-mufakat (asas kerakyatan) di 
sejumlah daerah di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad sejak 
masyarakat  hidup dalam sistem perkauman di zaman purba, yang terus berlanjut 
di zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini, seperti kehidupan masyarakat 
Desa.Tradisi yang hidup dalam masyarakat agraris, yang disebut juga dengan 
tradisi berembug itu,  bahkan sudah terlembagakan dalam bentuk unik seperti 
kerapatan nagari, rembug desa, musyawarah subak, dan forum-forum 
musyawarah masyarakat desa lainnya.
3
 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang 
dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi 
persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) 
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MiriamBudiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2008), 
h. 134. 
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R. Siti Zuhro, dkk, Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya 
Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Penerbit 






tahun, dengan ketentuan tata cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
4
 Kepala 
Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa dan prosedur 
pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui  Camat 
Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan penjaringan dan 
penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Calon Kepala Desa 
yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh 
Panitia Pemilihan. 
Pesta demokrasi di desa atau pemilihan Kepala Desa merupakan salah 
satu bentuk dari pembangunan demokrasi politik yang dimulai di tingkat lokal 
(Desa). Pemilihan Kepala Desa juga merupakan ajang dari praktek Pemilihan 
Umum (pemilu) yang berlangsung guna memilih seorang calon Kepala Desa 
yang dikomandoi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 
menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-
calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa ini bersifat langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 
melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan. 
 Desa berasal dari berasal dari bahasa india yakni Swadesi yang berarti      
tempat asal, tempat tinggal, Negeri asal,atau tanah leluhur yang merujuk pada satu 
kesatuaan norma, serta memiliki batas yang jelas. Eksistensi desa yang memiliki 
stuktur sosial yang tersendiri dengan ciri masyrakat  yang khas dengan latar 
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Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Ketentuan tentang tatacara 
pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan 





belakang adat istiadat tersendiri,menjadikan desa sebagaiinstitusi sosial yang 
memilki posisi yang sangat penting,otonom,bahkan memilki  hukumnya  sendiri 
menjadikan eksistensi desa yang relatif sangat mandiri dan bahkan desa di anggap 
sebagai perwujudan bangsa yang paling konkrit.
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Desa pada prinsipnya mempunyai kewenangan atau kegiatan pengaturan, 
pembinaan, pelayanan, dan memberikan fasilitas pada masyarakat desa.Semua 
kewenangan yang bersangkutan dalam urusan pemerintahan ditingkat desa 
tersebut bersifat tugas atau bantuan dari pemerintah pusat, daerah (Provinsi, 
Kabupaten dan Kota) dan otonomi desa. Dimensi-dimensi pemerintahan 
menegaskan bahwa melalui pemerintah desa yaitu mempunyai urusan yang 
menjadi wewenang dan tanggung jawabnya  yang secara umum terdapat 
hubungan  dan partisipatif dalam demokrasi ada pun istilah politik kekeluargaan.
6
 
Politik klan telah lama muncul di alam demokrasi yang menyita perhatian 
dalam kaitannya dengan ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik sebagai 
refleksi dari ke tidak sempurnaan sistem demokrasi representasi. Jika dirujuk 
kebelakang setiap tahapann atau kelas menunjukkan tendensi untuk membangun 
suatu tradisiturun-menurun di dalam kenyataannya, jika tidak bisa di dalam aturan 
hukum organisasi demokratis sekalipun, sebuah kepemimpinan terpilih yang akan 
membuat kekuasaannya sedemikian mapan agar sulit untuk digeser atau 
digantikan bahkan menggerus prinsip-prinsip demokrasi di lapangan permainan 
politiknya. 
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Indar Arifin, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik (Makassar : IKP 
(Ikatan Penerbit Indonesia, 2010), h. 25. 
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Istilah “politik klan” mengacu pada praktek politik yang dijalankan oleh 
keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah “klan” juga 
menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah “oligarki politik” 
dalam studi lain. Belum banyak studi yang menjelaskan pengertian politik klan 
secara spesifik. Pada umumnya, kata “klan” berarti keluarga/kelompok atau 
suku. Dalam bahasa Gaelic Skotlandia dan Irlandia,clan berarti anak. Sementara 




Terbentuknya politik klan disebuah daerah seharusnya perlu dihilangkan, 
sebab terbentuknya politik klan merupakan sebuah permasalahan yang 
berdampak pada sistem politik yang ada, terutama pada bagian akuntabilitas 
birokrasi dan pemerintahan serta hanya melahirkan sebuah keuntungan untuk 
satu kelompok kepentingan dan merugikan kelompok lainnya. Akan tetapi, jika 
klan tersebut sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum terjun ke politik 
dan pemerintahan, tak masalah dan memberikan sebuah ruang tertentu dimana 
orang lain juga masuk. Namun, jika hanya mengandalkan nama besar keluarga 
dan tak memiliki kompetensi, merupakan kesalahan besar. Akan tetapi, 
realitanya yang ada saat ini terbentuknya politik klan bukannya dihilangkan 
melainkan terbentuknya politik klan semakin bertambah disebuah daerah 
sehingga terkadang tidak ada ruang tertentu dimana orang lain juga masuk.
8
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 Dinamika pola jaringan pemerintahan politik klan yang terjadi di 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto menarik untuk dikaji lebih lanjut 
mengingat para kepala Desa di kecmatan Rumbia meimiliki ikatan kekeluargaan 
yang erat pertalian darah  diantaranya adalah. Desa Rumbia, Desa Lebang Manai, 
Desa Lebang Manai Utara,DesaBonto Cini, Desa Bonto Manai,Desa  Bonto Tiro, 
Desa Pallantikang,Desa Tompo Bulu, Desa Kassi Desa Loka Desa, Je’ne 
Tallasa,dan Desa Ujung Bulu. Di atantara ke 12 desa tersebut saling memiliki 
hubungaan kekeluargaan  yang sangat erat  di mana para perangkat desa  
khususnya Kepala Desa memberi andil yang besar terhadap dinamika politik di 
kecamatan Rumbia. namun dalam pemerintahan yang ada di Kecamatan Rumbia 
khususnya pada tingkat desa hanya meliputi ikatan kekeluargaan  saja atau yang 
biasa di sebut Politik Kekeluargaan . Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an 






َا َُّٓيأَٰٓ  َيٱُُساَُّنَُُِمئََٰٓاَثق َٔ ُ اٗتُٕعُشُ ۡىُك  َُۡهَعَج َٔ ُ  َىثَُأ َٔ ُ ٖرَكَذُ ٍ ِّيُ ىُك  ََُۡقهَخُ اََِّإ
َُدُِعُۡىُكَيَرَۡكأُ ٌَّ ِإُ
ْۚ ا َٰٕٓ ُفَراََعِرنٱُِ َّللُُّ ٌَّ ِإُ ْۚۡىُك  َىقَۡذأٱَُ َّللُُّٞرِيثَخٌُىِيهَع٣١ُُ
 
Terjemahnya : 
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
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Dan adapun hadits yang menjelaskan tentang desa dan kepemimpinan 





َُّرناُِد ثَعُ ٍِ  تُِة َيثُخُ  ٍ َعَُر ًَ ُعُ ٍِ  تُ ِ َّاللَُِّد َيثُعُ  ٍ َعُ ِ َّاللَُُّد ثَعُاَ ََرث  َخأٍُو َّلََّسُ ٍُ  تُُد ًَّ َحُيُاََُث َّدَحٍُىِماَعُ ٍِ  تُ ِ صَحُ  ٍ َعُ ٍِ ًَ  ح
 ُُىُّٓهُِظيُ ٌحَع ثَسَُلاَقُ َىَّهَس َٔ ُ ِّ  يَهَعُُ َّاللَُّىَّهَمُ ِِّيثَُّناُ  ٍ َعُ َجَر يَُرُِْيَتأُ  ٍ َعُُُ ُّّهِظُ َِّلَإُ َّمِظَُلَُ َو  ٕ َيُ ِّ ِّهِظُِيفُِحَيَايِق ناُ َو  ٕ َيُ ُ َّاللَّ
ُُث َهقُ ٌمُجَر َٔ ُ ُِاَُ يَعُ  دَضاَصَفُ ٍءَلََّخُ ِيفُ َ َّاللَُّ َرَكَذُ ٌمُجَر َٔ ُ ِ َّاللَُّ ِجَداَثِعُ ِيفُ َأَشَ ُ ٌّباَش َٔ ُ ٌلِداَعُ ٌواَِيإُِدِج  س ًَ  ناُ ِيفُ ٌقَّهَعُيُ ُّ
ُِ َّاللَُِّيفُ اَّتاَحَذُ ٌِ َلَُّجَر َُٔ ََّدَوَذُ ٌمُجَر َٔ ُ َ َّاللَُُّلاََخأُيَِِّإُ َلاَقُ َآِس صَ ُ َىِنإُ ٍلا ًَ َج َٔ ُ ٍةِو ُ َيُُخاَذُ ٌَجأَر  ياُ ُّ رَعَدُ ٌمُجَر َٔ ُ
َُلَُىَّرَحُاََْاص  َخأَفٍُحَقَدَوِت.ُُُُّي ًِ َيُ  دََعَُمُاَيُُُّنا ًَ ِشََُىه  عَذ 
Artinya : 
Imam (pemimpin) yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada allah. 
Dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid. Dan dua orang 
yang saling kasih sayang karena allah, baik waktu berkumpul atau 
berpisah. Dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan nan 
cantik, maka menolak dengan kata: saya takut kepada Allah swt. dan 
orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya 
tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan 





Dari latar belakang dan penjelasan singkat mengenai dinamika politik klan 
realitas terbangunnya jaringan politik klan pada pemerintahan elit di Desa di  
Kecamatan Rumbia maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Pola Jaringan Politik Klan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses terbentuknya jaringan politik klan Kepala Desadi 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto ? 
2. Sejauh manakah dampak yang di timbulkan politik klan Kepala Desa 
terhadap perilaku politik masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Merujuk dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui proses terbentuknya jaringan politik klan Kepala 
Desadi Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan politik klan Kepala Desa 
terhadap perilaku politik masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan 
praktis, yaitu sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuwan khususnya 





2. Kegunaan Praktis 
a. Untuk memberikan  informasi tentang pola terbentuknya jaringan 
politik di Kecamatan Rumbia serta dampak yang di timbulkan 
terhadap perilaku  politik masyarakat. 
b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu politik. 
c. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu politik 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
 
E. Tinjauan Karya Terdahulu. 
Bahwa setelah penulis Menelusuri beberapa referensi yang ada, maka 
penulis menyebutkan diantaranyayang pernah dilakukan namun serupa yaitu : 
1. Tulisan  Suyadi yang berjudul “Bentuk dan Karakter Politik kekerabatan di 
Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang bentuk dan karakter politik dinasti 
di Indonesia. Latar belakang dari pembahasan tentang bentuk dan karakter 
politik dinasti dalam penelitian skripsi ini yakni karena adanya fenomena 
politik dinasti aras lokal yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, 
seperti Banten, Bantul, Kendal, Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Selatan, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Selain itu, 
pro dan kontra atas munculnya politik dinasti ini menampakkan wajah baru 
adanya budaya politik masyarakat Indonesia dalam berpolitik. Strategi politik 
dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan 
menempatkan keluarga atau kerabatnya pada pos-pos tertentu di bidang 





Perbedaan lokalitas budaya dalam setiap daerah merupakan hal yang 
mempengaruhi bentuk dan karakter politik dinasti yang berlangsung di suatu 
wilayah tertentu. Adapun saya mengambil Skripsi ini sebagai rujukan 
dikarenakan kemiripan pada objek penelitian yakni terkait Politik Dinasti, 




2. Tulisan Nur Hidayati yang berjudul “Dinasti Politik dan DemokrasiPraktik 
kekuasaan”. Tulisan ini menjelaskan bahwa dengan memberi posisi anggota 
keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan dinasti politik. 
Dinasti politik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi.Sistem 
politik dinasti untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa 
melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi yang ingin kita 
bangun. Fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat. 
Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. 
Selain meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan seorang pemimpin, 
sistim meritrokasi ini juga dapat mengikis adanya sistem dinasti. Adapun 
penulis mengambil tulisan ini sebagai rujukan dikarenakan pembahasan pada 
tulisan ini memiliki kemiripan pada penelitian penulis terkait Politik Dinasti, 
dan adapun perbedaannya terletak pada materi kasus yang berbeda.
12
 
3. TulisanAkbar Mahendrayang berjudul“Budaya Politik Patrimonialisme dalam 
pemilihan kepala Daerah di kabupaten Jeneponto”. Kekuasaan 
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patrimonalisme terus berlangsung dan dipertahankan dalam pola-pola tertentu 
yang sejatinya adalah merupakan bagian dari dinamika demokratisasi lokal 
yang berkembang di Jeneponto. Begitu pula dengan keputusan-keputusan 
politik dalam kehidupan masyarakat Jeneponto lebih banyak dipengaruhi dan 
ditentukan oleh peran seorang Karaeng. legitimasi kepemimpinan karaeng bisa 
lebih kokoh daripada bentuk kepemimpinan birokratif yang cenderung legal 
dan formalistik. Pemilukada di Kabupaten Jeneponto digelar tanggal 18 
September 2013, beberapa nama yang marak diperbincangkan; AFR (Ashri 
Faksiri Radjamilo) ,SIAP (Iksan Iskandar Karaeng Ninra),Sahabat petani 
(Mahlil sikki), BISA (Mulyadi). Dua keturunan kerajaan bersaing ketat. 
Keturunan Kerajaan Binamu, Ikhsan Iskandar Kr. Ninra bahkan dinilai dari 
awal berpotensi menyalip keturunan Kerajaan Bangkala Ashari Fakshsiri 
Rajamilo Kr. Raja. Seperti diketahui, kultur masyarakat Jeneponto dikenal erat 
memegang kultur primordial dalam memilih pemimpin, utamanya kepala 
daerah. Adapun alasan saya mengambil Skripsi ini sebagai rujukan 
dikarenakan kemiripan pada konteks pembahasan materi penelitian saya yang 
membahas tentang Politik Dinasti, dan adapun perbedaanya yakni dari 
substansial materi yang hanya mencakup pada pembahasan Dinasti Politik.
13
 
4. Tulisan Titin Purwaningsih yang berjudul “Politik kekerabatan dalam politik 
lokal di Sulawesi Selatan pada era Reformasi (studi tentang rekrutmen 
politik pada partai Golkar, partai Amanat nasional dan partai Demokrat 
Sulawesi Selatan tahun 2009)”. Adapun penulis menjadikantulisan ini 
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sebagai rujukan dikarenakan pembahasan pada tulisan ini memiliki kemiripan 
pada peneliti penulis terkait Politik Dinasti, dan adapun perbedaannya 
terletak pada objek studinya.
14
 
5. Tulisan Ahmad Nurcholis yang berjudul “Orang kuat dalam dinamika politik 
lokal studi kasus kekuasaan politik Fuad Amin di Bangkalan”. Penelitian ini 
menitikberatkan pada analisa monopoli kekuasaan politik sebagai impak 
keberadaan orang kuat lokal, bos lokal, dan oligarki lokal. Monopoli 
kekuasaan politik ini setidaknya melahirkan berbagai bentuk penyimpangan, 
yang juga melahirkan bentuk pemerintahan model dinasti yang merupakan 
upaya elit untuk menempatkan beberapa kroni dan keluarganya di beberapa 
pos strategis pemerintahan (Leo Agustino). Model pemerintahan dengan 
kekuasaan yang absolut serta dinasti seperti ini kerapkali mengarah pada 
perampokan sistemik anggaran negara dan monopoli berbagai sumber 
ekonomi strategis. Dalam kasus Fuad Amin, penulis juga menemukan 
relevansi antara aspek orang kuat lokal dengan pondasi awal lahirnya 
kekuasaan politik yang berdampak pada konstruksi pemerintahan dinasti. 
Lahirnya dominasi serta kekuasaan politik Fuad Amin, pertama-tama 
diuntungkan dengan posisinya yang mewarisi modal kultural sebagai elit 
keturunan kiai terkemuka di satu sisi, serta kedekatannya dengan dunia blater 
di sisi lain. Selain itu, Fuad juga diuntungkan karena posisinya sebagai 
pengusaha/oligarki lokal dengan kepemilikan harta yang melimpah. Tiga 
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modal kekuatan awal ini tak pelak mempermudah dirinya untuk melenggang 
maju ke sektor politik formal. Keberhasilan ini juga ditopang oleh kultur 
masyarakat yang masih memegang teguh budaya patrimornial, sehingga 
ketergantungan masyarakat kepada kekuatan patron (Fuad Amin) masih 
sangat kental Adapun alasan saya mengambil Skripsi ini sebagai rujukan 
dikarenakan kemiripan pada konteks pembahasan materi penelitian saya yang 
membahas tentang Politik Dinasti, dan adapun perbedaanya yakni dari 
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LANDASAN TEORITIS  
 
A. Teori 
Kata teori berasal dari bahasa yunani yang berarti melihat atau 
memperhatikan, dari pengertian itu bisa dikatakan secara mudah bahwa teori 
adalah suatu pandangan atau prepsepsi tentang apa yang terjadi. Dalam Miriam 
budiaorjo pengertian teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa 
fenomena.
16
Sementara generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara 
dua konsep atau lebih.Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai 
konsep-konsep. 
1. Politik Klan 
Penggunaan politik klan dalam studi ini bermaksud untuk menjelaskan 
politik yang dijalankan oleh keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan 
istilah klan disini juga menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah 
oligarki politik dalam studi yang lain. Berdasarkan hasil penelusuran saya, belum 
banyak studi yang menjelaskan pengertian politik klan secara spesifik. Hal ini 
disebabkan oleh arti dari klan itu sendiri yang umumnya berarti 
keluarga/kelompok. Klan di gambarkan sebagai suku, yang dalam bahasa Gaelic 
Skotlandia dan Irlandia, klan berarti anak. Sementara itu, istilah klan lebih banyak 
digunakan dalam bidang antropologi sebagai analisis sistem kekeluargaan  yang
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didefinisikan sebagai sebuah kelompok sosial yang permanen berdasarkan 
keturunan langsung atau fiktif (dugaan) dari nenek moyang yang sama.
17
 
Para antropolog menggunakannya sebagai analisis dalam studi masyarakat 
primitif.Namun, istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan masyarakat 
modern. Misalnya penggunaan istilah klan di negara pasca Soviet, cukup umum 
untuk berbicara tentang klan mengacu pada jaringan informal dalam bidang 
ekonomi dan politik.
18
 Penggunaan ini atas asumsi bahwa anggota mereka 
bertindak terhadap satu sama lain dalam cara yang sangat dekat dan saling 
mendukung kurang lebih sama dengan solidaritas di dalam keluarga. 
Istilah “politik klan” mengacu pada praktik politik yang dijalankan oleh 
keluarga untuk memperoleh kekuasaan. Penggunaan istilah klan disini juga 
menggambarkan hal yang sama dengan pengguna istilah “oligarki politik” dalam 
studi lain. Belum banyak studi yang menjelaskan pengertian politik klan secara 
spesifik. Pada umunya, kata “klan” barati keluarga atau kelompok suku.Dalam 
bahasa Gaelic Skodlandiadan irlandia, clan berarti anak. Sementara itu, kata 
“klan” lebih banyak digunakan dalam bidang antropologi sebagai istilah dalam 
analisis sistem kekerabatan yang didefinisikan sebagai sebuah kelompok sosial 
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Politik klan lebih mengacu kepada konsep politik kekeluargaan Di 
Amerika, politik kekeluargaan mengacu kepada konsep polical family. Menurut 
Kurtz, disebut political family apabila terjadi minimal dua orang yang mempunyai 
ikatan kekerabatan menduduki jabatan politik  political family exist when two or 
more relatives hold or have held public office. Istilah lain dari political family 
adalah political kinship.
20
 Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Casey, Political 
kinship or political family membership is defined as either a tie of affinity or a 
consanguineous connection within two generations from the candidate 
(Keanggotaan kekerabatan politik atau keluarga politik didefinisikan sebagai 
ikatan hubungan darah ataupun hubungan pernikahan dalam dua generasi dari 
kandidat). Sementara Stephen Hess menggunakan istilah dinasti politik (political 
dynasty) Menurut Stephen Hess, „political dynasty as any family that has had at 
least fourmembers, in the same name, elected to federal office.Dinasti politik 




Selain itu, terdapat istilah yang biasa di gunakan dalam menjelaskan 
fenomena keluarga politik, misalnya “politik dinasti” saja. Para akademisi lebih 
banyak mengunakan istilah –istilah ini menjelaskan bagaimana politik dalam 
lingkaran keluarga karena definisinya yang mudah di pahami.kamus oxford, 
advanced learner‟s dictionary mendefinisikan dynasty sebagai sebagai “a 
periodof years during which membres of” apartikular sebagai suatu periode tahun 
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di mana angota keluarga tertentu memerintah suatu Negara .Singkatnya bahwa 
dinasti adalah bagian, dari kekuasaan yang di lakukan oleh keluarga dalam 
struktur sosial dan politik yang kemudian berlamjut secara turun temurun.
22
 
Terdapat kerancuan dalam konsep yang dikemukakan oleh Casey, dimana 
dia mendefinisikan keluarga politik apabila terdapat dua anggota keluarga dalam 
kandidat politik, sementara di sisi yang lain, Casey memasukkan dinasti sebagai 
salah satu bentuk politik kekerabatan yang mengacu kepada pendapat Hess bahwa 




Dalam kehidupan sosial, interaksi antar masyarakat manusia yang 
membangun relasi baik relasi, ekonomi politik dan sosial budaya dipandang dari 
sudut wilayah tempat tinggal digolongkan dalam dua kelompok.Yaitu : 
masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan pada 
umumnya hidup dalam satu kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan atau klen 
keluarga. Anak-anak setelah kawin mengawin akan membuat rumah tempat 
tinggal dilahan milik keluarga atau orang tua yang tentu berdekatan dalam satu 
komunitas. Interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan 
perasaan sentiment komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain ;seperasaan, 
sepenaggungan dan saling memerlukan.
24
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Komunitas masyarakat  desa dan kelompok masyarakat kota dalam 
hubungan interaksi sosialnya di gambarkan oleh F.Tonnies dengan istilah 
gemeinschalft untuk masyarakat desa dan geselschalft untuk masyarakat kota.  
Dalam istilah yang lain kedua model masyarakat tersebut yang oleh Emile 




Hal lain juga mempengaruhi refreduksi kuasa klan dalam sistem kepartaian 
dan pemilu. Mengacu pada partai golkar, Afan Gaffar menyebut istilah hegemoni 
party sistem bentuk menjelskan sistem kepartaian yang ada pada rezim orde baru 
partai golkar pada saat itu merupakan the rulling party yang mengunakan strategi 
untuk memenangkan seluruh rangkaian pemilu dengan berubah menjadi “partai 
Negara” yang secara de fakto terdiri dari komponen birokrasi dan militer 
(suryadinata) akan tetapi, gelombang reformasi sedikit banyak telah 
menghilangkan sistem kepartaian hegemonik tersebut. Partai politik yang pada 
pemilu sebelumnya hanya di akui yang di istilahkan terdiri dari dua partai (PDI 
dan PPP) dan pemilu 1999 Amandemen UUD 1945 dan penetapan UUD UU No. 
tahun 1999 tentang partai politik menjadi pemicu reformasi sistem kepartaian di 
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2. Teori Elit Politik 
  Pareto (1848 -1923)  percaya bahwa setiap masyarakat di perintah oleh 
sekelompok kecil orang yang mempunyai kulitas–kualitas yang di perlukan bagi 
kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik pada kekeuasaan 
penuh.Mereka yang bisa menjangkau pusat kekeuasaan adalah selalau merupakan 
yang terbaik .merekalah yang di kenal sebagai elit.Elit merupakan orang- orang 
yang berhasil, yang mampu memduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. 
Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik ,bajingan atau para gundik. Pareto 
juga percaya bahwa mereka yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang 
berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama:yaitu orang –orang yang kaya 
dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika,bidang 
musik,karakter moral dan sebagainya, karna itu menurut Pareto, masyarakat 
terdiri dari dua kelas yaitu   
a. Lapisan atas,yaitu elit yang terbagi dalam elit yang memerintah (governing 
elite) dan elit yang tidak memerintah (non –governing). 
b. Lapisan yang lebih rendah yaitu non elit, Pareto sendiri memusatkan 
perhatiannya pada elit yang memerintah ,yang menurut dia,berkuasa karna 
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3. Teori Kapital(Modal) 
Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat 
di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk 
barang, baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasekan 
dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi 
sosial tertentu. Modal mesti ada di dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat 
memiliki arti.Keterkaitan antara ranah, habitus, dan modal bersifat langsung.Nilai 
yang diberikan modal dihubungkan denganberbagai karakteristik sosial dan 
kultural habitus.Ranah dikitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis 
material.Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang 
digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material 
tersebut.Lazimnya, jumlah (volume) modal, sebagaimana struktur modal 
tambahan, juga merupakan suatu dimensi penting di dalam ranah.
28
 
a. Modal Ekonomi 
Modal ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi saranaproduksi dan 
sarana finansial.Modal ekonomi ini merupakan jenis modalyang mudah 
dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Modalekonomi ini 
mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi(pendapatan dan benda-
benda), dan uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan 
serta diwariskan dari generasi ke generasiselanjutnya.
29
 
                                                             
28
Richard Harker, Cheelen Mahar, Chris Wilkes (ed), (Habitus x modal)+ Ranah = Praktik 
(Yogyakarta: Jalasutra, 2009), h. 16. 
29






b. Modal Kultural 
Modal kultural adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa 
diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti 
kemampuan menampilkan diri di depan publik, kepemilikan benda-benda budaya 
bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, 
sertifikat (termasuk gelar sarjana).
30
 
 c. Modal sosial 
Menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau 
kelompok) dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kuasa.
31
Modal 
sosial atau Social Capital merupakan sumber daya yang dipandang sebagai 
investasi untuk mendapatkan sumber daya baru.Sumber daya yang digunakan 
untuk investasi, disebut dengan modal.Modal sosial cukup luas dan 
kompleks.Modal sosial disini tidak diartikan dengan materi,tetapi merupakan 
modal sosial yang terdapat pada seseorang.Misalnya pada kelompok institusi 
keluarga, organisasi, dan semua hal yang dapat mengarah pada kerjasama. Modal 
sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar 
individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, dengan ruang perhatian pada 
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 d. Modal simbolik 
Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam 
meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-
simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, satus 
tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai 
semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secarainstitusional atau non-
institusional.Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas, 
yang mampu menggiring orang untukmempercayai, mengakui dan mengubah 
pandangan mereka tentang realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai 
politik, atau sebuah bangsa.
33
 
4. Teori Perilaku Politik 
a. Defenisi Perilaku Politik 
Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan 
ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan 
keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode
34
. 
Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok 
dalam kegiatan politik.Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti 
persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti 
pemberian suara, protes, lobi, dan sebagainya.Perilaku politik political behaviour 
dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya 
sebagai insan politik.Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara 
                                                             
33
Abd. Halim, Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya, h. 110-111. 
34





untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik. Adapun 
contohperilaku politik adalah: 
1) Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin. 
2) Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti 
suatupartai politik atau parpol, mengikuti Ormas atau Organisasi 
Masyarakat atau LSM Lembaga Swadaya Masyarakat. 
3) Ikut serta dalam pesta politik. 
4) Ikut mengkritik atau menurunkan pelaku politik yang berotoritas. 
5) Berhak untuk menjadi pimpinan politik. 
b.   Pendekatan dalam Perilaku politik 
1) Pendekatan Sosiologis.  
Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan 
pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan 
dalam menentukan perilaku politik seseorang.Karakteristik sosial seperti 
pekerjaan, pendidikan sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah, 
jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor 
penting dalam menentukan pilihan politik.Singkat kata pengelompokan sosial 
seperti umur, jenis kelamin, agama dan semacamnya dianggap mempunyai 
peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan 








2)Pendekatan Psikologis.   
Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi 
dan sikap untuk menjelaskan perilaku politik. Variabel-variabel itu tidak dapat 
dihubungan dengan perilaku politik kalau ada proses sosialisasinya. Oleh karena 
itu menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menetukan perilaku. 
3)Pendekatan Rasional.  
Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa 
ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak 
mendapatkan faedah dengan memilih pemimpin yang sedang bertanding, ia tidak 
akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan 
dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan 
bahwa calon pemimpin melakukan berbagai promosi  dan kampanye yang 




Terdapat dua catatan penting mengenai perilaku politik.Pertama, perilaku 
politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan 
tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan 
suatu bagian. Kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat 
mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa 
memperhatikan kejadian masa lalu. 
Dari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik 
memiliki dimensi orientasi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi 
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menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai; 
dimensi nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang 
diperbuat, dirumuskan, dilaksanakan, dan diperebutkan sedangkan dimensi waktu 
menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar 
belakang perilaku politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan 
perilaku politik yang akan berkembang pada masa datang. Dari ketiga dimensi 
tersebut, dimensi orientasi dan nilai lebih menunjukkan bahwa perilaku politik 
dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan politik. Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik. 
Dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, 
agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik.Adapun dalam kategori individu 
aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga 
negara biasa.Yang dimaksud dengan agregasi ialah individu aktor politik secara 
kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga 
pemerintahan, dan bangsa, sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian 
politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelis, dan 
demokrat.Kajian terhadap perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut 
psikologi di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural 
konflik.Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu aktor politik yang 
merupakan kombinasi ketiga pendekatan (individu aktor politik, agregasi politik, 
dan tipologi kepribadian politik).Menurut model ini, terdapat empat faktor yang 





Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, 
sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Kedua, lingkungan sosial 
politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti 
keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik 
langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma 
masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-
pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh 
lingkungan tak langsung. 
Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.Untuk 
memahami struktur kepribadian, terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu 
kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri.Basis yang 
pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan.Artinya, penilaian 
seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebu.Tuhan atas objek 
tersebut.Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian 




Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh 
keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin 
berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, 
idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan agressor. Keempat, faktor 
lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang 
mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, 
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seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana 
kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. 
 




























































A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pola Jaringan Politik Klan 
Kepala Desa di Kecamatan Rumbia”, Peneliti menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu Kirk  dan Miler mendefinisikan 
bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang 
secara fundamental bergantung pada pengamatan  pada  manusia  dalam  
kawasannya  sendiri  dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasanya dan dalam peristilahannya.
37
 Dengan pendekatan ini diharapkan 
mampu menjaring realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung 
dilapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Pendekatan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang berusaha mendeksripsikan dan menginterpretasikan 
sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 
proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 
kecenderungan yang tengah berlangsung.
38
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Agustus tahun 2017. 
 
C. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui proses terbentuknya 
jaringan politik klan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto 
dan mengetahui dampak yang ditimbulkan politik klan terhadap perilaku politik 
masyarakat di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. Adapun Kepala Desa 
yang menjadi objek penelitian adalah Kepala Desa yang dianggap memiliki 
jaringan politik klan yang paling dominan di wilayah Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto,di antaranya H.BaharuddinDg Tayang sebagai Kepala Desa 
Lebang Manai, Suprianto Dg. lolo sebagai Kepala Desa  Rumbia, dan Samsuddin 
Awing  sebagai Kepala Desa Bonto Cini. Dalam konteks ini, ketiga Kepala Desa 
tersebut memiliki garis hubungan keluarga termasuk memiliki jaringan politik 
klan dan sumber daya politik di dalam Desa  masing – masing.39 
 
D. Sumber Data Penelitian 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 
tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Data  
merupakan  keterangan-keterangan  tentang  suatu  hal,  dapat berupa sesuatu 
yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan lewat angka, simbol, 
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dan lain-lain. Data perlu dikelompok-kelompokan terlebih dahulu sebelum dipakai 




1. Data primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 
dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang  bersangkutan. Data 
primer ini disebut juga asli atau baru. Sumber data primer yang pertama  yaitu 
informan, informan merupakan objek dari penelitian. Dari informan  inilah, 
peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan.Dalam penelitian ini yang menjadi 
informan adalah Masyarakat dan Oknum Pemerintahan terkait. 
Sementara itu sumber data primer yang kedua adalah informan, informan 
merupakan sumber berupa orang, dari beberapa informan, diharapkan  dapat  
terungkap  kata-kata  dan  tindakan  yang   diharapkan informan ini dipilih dari 
beberapa orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui obyek yang 
akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah Tokoh 
Masyarakat dan Element Pemerintahan terkait Penelitian ini. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh 
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber 
tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 
dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya dari perpustakaan atau 
dari laporan dari peneliti terdahulu 
                                                             
40





E. Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan dapat dipertanggung 
jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data 
karna masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini yaitu: 
1. Observasi 
Observasi adalah kegiatan keseharian manusia menggunakan  sebagai alat 
bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan 
kulit.
41
Dalam melakukan observasi penulis mengungjungi lokasi penelitian dan 
melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan terkait politik 
klan. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 
dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) 
dan yang diwawancarai serta memberikan jawaban atas pertanyaan itu, adapun 
tahapan-tahapan wawancara yaitu: 
a) Menentukan siapa yang akan diwawancarai 
b) Mempersiapkan wawancara 
c) Melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif 
d) Menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman wawancara 
Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a) Ibu Murni Dg. Caya, Selaku Anggota PKK Kec. Rumbia. 
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b) Bpk. Saleh Dg. Linggang, Selaku tokoh masyarakat. 
c) Bpk Laupa’ Dg. Lili, Selaku tokoh masyarakat. 
d) BpkH. Situru, Selaku tokoh masyarakat. 
e) Ibu Sumiati Dg.Lebang, Selaku anggota PKK Kec. Rumbia. 
f) Ibu Mawati Dg. Rannu 
g) Andriani Dg. Ne’ne, Selaku Tokoh Pemuda. 
h) Bpk. Aso Dg. Bonto, Selaku Tokoh Masyarakat. 
i) Bpk. Lahaya Dg Ngiri’, Selaku tokoh pemuda. 
j) Bpk. Sanggu Dg. Nappu, Selaku kepala LINMAS. 
k) Bpk Napi’ Dg Tamma’ selaku Kepala Dusun Sampeang. 
3. Dokumenter 
Teknik Dokumenter, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, 
dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan proses terbentuknya politik klan. Teknik Dokumenter juga 
termasuk menelusuri data-data atau informasi secara online yang terkait dengan 
fenomena politik klan maupun informasi pendukung untuk melengkapi gambaran 
umum lokasi penelitian peneliti. 
 
F. Teknik Analisis data 
Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 
Analisis ini dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif 
berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat 





dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) 
dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui 
pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif 
tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, 
dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu 
analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data , 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling 
jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, 
dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan 
umum yang disebut “analisis” 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 
transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. 
Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berikut ini adalah 
teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti : 
1. Reduksi Data 
Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data 
diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 
tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama 
selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan 





membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, 
membuat partisi, dan menulis memo. 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 
data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 
diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah 
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian 
kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: 
melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam 
suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 
2. Penyajian Data (Display Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan 
data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 
bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan men-display-
kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
42
 
3. Penarikan Kesimpulan 
Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika 
kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai 
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 
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 Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi 
lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada 
besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, 
dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan 
pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 
1. Kondisi Geografis Kabupaten Jeneponto 
 Kabupaten Jeneponto terletak diujung Selatan bagian barat dari wilayah 
provinsi Sulawesi Selatan secara geografis terletak diantara 5
o16’13 “ – 5 o 39 “ 
35” LS dan antara 12 o 7’ 5 “ BT. 
  Ditinjau dari batas-batasnya maka Kabupaten Jeneponto berbatasan: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut flores 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 
  Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km
2 
secara administrasi terbagi dalam 11 kecamatan yaitu Kecamatan Bangkala, 
Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, 
Tarowang, Kelara dan Rumbia.  
  Kondisi  topografi  tanah  wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya 
memiliki permukaan yang sifatnya  bervariasi,  ini dapat dilihat bahwa  bagian 
utara  terdiri  dataran  tinggi  dan bukit - bukit  yang  membentang dari Barat ke 
Timur dengan ketinggian  500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan laut, 
sehingga   daerah ini  cocok bila  dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman 




wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas 
permukaan laut, area ini memiliki nilai ekonomi yang cukup potensial untuk 
pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian.  
Pada bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan 
ketinggian  0 sampai 150 meter diatas permukaan laut, daerah ini memiliki nilai 
ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan industri 
penggaraman dan daerah ini telah tumbuh usaha penggaraman rakyat . 
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Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto 
 
 
2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Jeneponto 
  Kondisi  umum perekonomian Kabupaten Jeneponto  dapat  diukur dalam 
hasil-hasil pembangunan secara fisik maupun nonfisik,  khususnya pembangunan 
dibidang ekonomi. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati 
hasil pembangunan  di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat dari nilai Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB)  dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
struktur perekonomian suatu daerah atau wilayah tertentu. 
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  Hasil perhitungan PDRB atas dasar harga yang berlaku di Kabupaten 
Jeneponto, maka dapat dilihat hasil-hasil kontribusi yang dihasilkan oleh beberapa 
sektor seperti pertanian, pertambangan dan galian, Industri pengolahan, listrik gas 
dan air bersih, bangunan/konstruksi, perdagangan hotel dan restoran, angkutan 
dan komunikasi, keuangan persewaan & jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. 
  Pertumbuhan perkonomian di KabupatenJeneponto maka dapat dilihat pada 




Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2014 
Atas Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Jeneponto 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2014 
No Sektor 
2013 2014 
Hb Hk Hb Hk 
% % % % 
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 110,34 105,01 121,21 109,03 
2 Pertambangan dan Penggalian 119,73 109,70 134,42 114,08 
3 Industri Pengolahan 113,20 109,42 115,78 109,68 
4 Pengadaan Listrik dan Gas 99,86 107,60 108,63 110,65 
5 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 
113,15 108,07 109,84 104,55 
6 Kontruksi 114,47 108,27 113,35 105,31 
7 
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi  
Mobil dan Sepeda Motor 
109,62 108,24 109,50 108,90 
8 Transportasi dan Pergudangan 115,56 107,43 118,39 110,43 
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 110,90 106,88 118,84 110,39 




Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 
 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian masih 
dominan dalam peningkatan nilai persentase pada perhitungan PDRB, karna 
sektor pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu 109,03 dari tahun 
2013 105,01 atau meningkat sebanyak 4,02%. 
 Keragaman budaya, toleransi antar umat beragama, dan interaksi antar 
budaya di Kabupaten Jeneponto merupakan suatu kemajuan dibidang budaya, hal 
ini dapat tercermin pada beragam peninggalan bersejarah,  seperti makam raja-raja 
Binamu, Rumah adat, dan lain-lain peninggalan bersejarah budaya masyarakat 
Jeneponto. Namun, penghargaan pada nilai budaya, nilai-nilai solidaritas sosial, 
kekeluargaan, dan rasa bangga terhadap daerah semakin memudar.Hal ini 
disebabkan oleh kurangnya keteladanan para pemimpin, cepatnya penyerapan 
budaya global yang negatif, kurang mampunya menyerap budaya global yang 
lebih sesuai dengan karakter daerah, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan 
ekonomi masyarakat, sehingga terjadi pergeseran nilai/norma yang berlaku 
dimasyarakat. 
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 113,86 111,74 111,55 110,26 
12 Real Estate 113,15 106,10 108,97 103,60 
13 Jasa Perusahaan 113,00 105,30 101,18 100,07 
14 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
107,74 104,08 109,04 100,92 
15 Jasa Pendidikan 110,06 103,12 108,64 102,91 
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 114,62 107,57 116,33 108,98 




 Oleh karena itu, konsep pembangunan budaya yang  hanya menjadi sekedar 
peninggalan-peninggalan bersejarah sebaiknya diperbaharui kearah  pembangunan  
budaya lokal  secara  lebih luas dan  mempersyaratkan pentingnya strategi untuk 
mengemban kearifan budaya lokal seperti ke gotong royongan yang menjadi 
modal sosial dalam tata pergaulan global. 
  Salah satu potensi budaya masyarakat yang tidak  lentur dan dipertahankan 
di daerah ini sampai dengan saat ini adalah adat istiadat yang meliputi: 
a) Upacara hari peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W. Peringatan maulid 
 (Maudu‟) ini pada umumnya dilakukan secara besar-besaran pada setiap 
 kampung, setiap rumpun keluarga melaksanakan upacara tersendiri 
 sehingga dalam suatu kampung terdapat upacara Maulid Nabi Muhammad 
 S.A.W beberapa kali. 
b) Pesta keselamatan orang mati (pattu mateang/bangngi ni pangngajiang nani 
passikirang): Upacara ini dilakukan pada hari pertama, hari ketiga, hari 
ketujuh, hari kesepuluh, ke dua puluh, hari ketiga puluh, ke empat puluh hari 
keseratus dan ulang tahun kematian. 
c) Kenduri: banyak macam kenduri yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari 
 kelahiran sampai perkawinan. 
d) Adat istiadat yang memberikan dampak positif dalam masyarakat adalah 
 gotong royong dalam hal mengerjakan dan memperbaiki saluran air, 






Distribusi Penganut Agama Berdasarkan Kecamatan 2014 
No Kecamatan 
Tahun 2014 
Islam Protestan Katholik Hindu Budha 
1. Bangkala 46.462 - - - - 
2. Bangkala Barat 24.632 - - - - 
3 Tamalatea 47.225 - 35 - - 
4 Bontoramba 35.323 - - - - 
5 Binamu 53.250 11 68 - - 
6 Turatea 30.220 - - - - 
7 Batang 18.250 - 11 - - 
8 Arungkeke 1.839 - - - - 
9 Tarowang 21.923 - 6 - - 
10 Kelara 31.935 - 4 - - 
11 Rumbia 23.415 - - - - 
Jumlah 334.215 11 124 - - 
 Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 
  Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan 
menjadistrategis sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan. 
Pengembangan lembaga pendidikan keagamaan, untuk mewujudkan ajaran agama 
dalam kehidupan sehari-hari, peningkatan sarana dan prasarana keagamaan serta 




Kabupaten Jeneponto  memeluk agama Islam.
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Kehidupan beragama tercermin 
dari kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan dengan baik, sehingga harmoni 
sosial dan hubungan antar umat beragama lainnya tumbuh berkembang secara 
aman, damai, dan saling menghargai.Namun demikian peningkatan kesadaran 
tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. 
 
3. Kondisi Politik, Hukum dan Keamanan 
a) Politik dan Hukum 
  Seiring dengan pembaharuan sistem Politik dan Hukum Nasional yang 
diarahkan pada proses konsolidasi demokratisasi yang berkesinambungan, 
kesadaran akan hak-hak masyarakat Jeneponto terhadap kehidupan Politik dan 
Hukum telah menunjukkan suatu ekspektasi yang cukup menggembirakan. Hal ini 
dapat dirasakan baik secara individu maupun melembaga yang senantiasa 
bersinergi dengan kondisi yang ada dalam mendukung terciptanya kualitas proses 
politik yang kondusif serta penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung-
jawab, dalam bidang Politik di Kabupaten Jeneponto terdapat 23 (dua puluh  tiga) 
Partai Politik kontestan pada Pemilu Tahun 2014, dari ke 23 Parpol tersebut 
terdapat 9 (sembilan) Parpol yang mempunyai keterwakilan pada lembaga DPRD 
Kabupaten Jeneponto dari 4 daerah pemilihan selama berlangsungnya pesta 
demokrasi di Kabupaten Jeneponto baik pada Pemilu Legislatif maupun pada 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, dapat dikatakan bahwa 
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tidak terdapat konflik yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum 
daerah, kendati berada dalam suatu kondisi yang sifatnya sangat kompetitif. 
Kondisi inilah yang perlu dipertahankan guna memberikan jaminan terciptanya 




  Kelancaran proses pembangunan atau bentuk kegiatan – kegiatan yang 
dilaksanakan dalam suatu daerah/wilayah sangat tergantung dengan stabilitas 
keamanan, di Kabupaten Jeneponto terdapat  1 Polres dan 1 Kodim yang menjadi 
pusat komando dan sebagai koodinator dalam kesatabilan di kabupaten Jeneponto 
pusat. Sebelas kecamatanterdapat masing-masing 1 kantor polsek dan 1 Kantor 
Koramil, sebagai alat kontrol untuk menjaga keamanan dan konflik yang akan 
terjadi dilingkungan wilayah masing-masing, dalam membantu terlaksananya 
pengendalian keamanan maka atas keswadayaan masyarakat membentuk forum 
massa di tiap-tiap Kecamatan forum tersebut bertugas membantu pemerintah 
Kabupaten Jeneponto dalam upaya mewujudkan stabilitas ketertiban masyarakat. 
  Hal ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian 
ketentraman masyarakat dan berdampak kepada terwujudnya perlindungan hukum 
di kalangan masyarakat secara menyeluruh. 
 
4. Kondisi Geografis Kecamatan Rumbia 
Kecamatan Rumbia merupakan salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan 
di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah 
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utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah barat 
dan Kecamatan Kelara di sebelah selatan. Sebanyak 12 Desa merupakan daerah 
bukan pantai dengan topografiatau ketinggian dari permukaan laut yang 
beragam.Menurut jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ke ibukota 
kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat bervariasi.Jarak desa/kelurahan ke 
ibukota kecamatan maupun ke ibukota kabupaten berkisar 0-40 km. 
Jarak terjauh adalah Desa Jenetallasa yaitu sekitar 40 km dari ibukota 
Kabupaten (Bontosunggu). Sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Rumbia 
23 km dari Bontosunggu. Kecamatan Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan 
dengan luas wilayah 58,30 km2 . Dari luas wilayah tersebut pada data tabel 4.1 
nampak bahwa Desa Jenetallasa memiliki wilayah terluas yaitu 7,50 km2, 
sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Desa Bontotiro yaitu 2,59 
km2 . 28 Tabel 4.1. Luas wilayah Kecamatan Rumbia menurut Desa/Kelurahan 
tahun 2015 















Tabel 4.3 Daftar Desa di Kecamatan Rumbia    
No Desa/Kelurahan Luas Wilayah Presentase 
1 Lebang Manai 4,65 Km 7,98 
2 Rumbia 6,25 Km 10,72 
4 Bonto Manai 6,92 Km 11,87 
5 Loka 3,34 Km 5,44 
6 Tompo Bulu 5,39 Km 9,25 
7 Kassi 5,97 Km 10,24 
8 Pallantikang 5,91 Km 10,14 
9 Lebang Manai Utara 3,05 Km 5,23 
10 Bonto Cini 3,23 Km 5,54 
11 Jene Talasa 7,50 Km 12,86 
12 Ujung Bulu 3,50 Km 6,00 
 Jumlah 58,30 Km 100,00 
Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 
 
a) Jumlah Penduduk 
JumlahPenduduk Kurun waktu tahun 2011-2015 jumlah penduduk 
Kecamatan Rumbia meningkat setiap tahun, pada tabel 4,2 nampak bahwa jumlah 
penduduk. Pada tahun 2015 penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sekitar 
11.215 jiwa dan perempuan sekitar 12.067 jiwa.Dengan demikian rasio jenis 
kelamin adalah sekitar 93 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan 
terdapat sekitar 93 orang penduduk laki-laki.Tingkat kepadatan penduduk 
Kecamatan Rumbia pada tahun 2015 sekitar 399 jiwa per km
2
. Ditinjau menurut 
desa/kelurahan, maka kepadatan penduduk tertinggi adalah di Desa Bontotiro 
yaitu 742 jiwa per km
2
, menyusul 30 Desa Ujungbulu sekitar 609 jiwa per km
2
, 






Selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah 
adalah di Desa Jenetallasa sekitar 214 jiwa per km
2
. Dilihat dari sumber mata 
pencaharian menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 
4.592 orang adalah petani pangan, sedangkan peternak sebanyak 1.903 orang. 
Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 
755 orang, Industri 367 orang, Angkutan 491 orang, dan Jasa hanya 362 orang. 
Adapun penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 
234 orang. 
 
B. Hubungan Keluarga dan Politik Klan Kepala Desa di Kecamatan 
Rumbia Kab. Jeneponto 
Sejak bergulirnya reformasi 1998, dinamika politik di daerah memasuki 
era baru. Aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan dan mulai memainkan 
peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal yang terorganisir, dan memiliki 
simbol kultural lokal berada dipanggung politik. Kemunculan aktor-aktor lokal 
tidak terlepas dari adanya jaringan atau klan yang terjadi antara kesatuan 
genealogis yang mempunyai kesatuan tempat tinggal dan menunjukkan adanya 
integrasi sosial, kelompok kekeluargaanyang besar, kelompok kekeluargaan yang 
berdasarkan asas unilinear.  
Menguatnya politik klan di tengah sistem politik dewasa ini, oleh banyak 
kalangan dikatakan sebagai “neopatrimonialisme”.Benihnya sudah lama berakar 
secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonialyang mengutamakan regenerasi 




kapabilitas kini disebut neopatrimonialkarena ada unsur patrimonial lama, tapi 
dengan strategi baru.Jika dulu pewarisan kekuasaan ditunjuk langsung, kini lewat 
jalur politik prosedural di mana anak atau keluarga para elite masuk institusi yang 
disiapkan, baik partai politik, lembaga perwakilan, birokrasi, organisasi 
masyarakat, paguyuban daerah maupun etnis dan sebagainya. 
Berdasarkan temuan data lapangan, diketahui bahwa politik klan juga 
terjadi dalam mekanisme perekrutan Pemerintah Desa yang terjadi di Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto.Di kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, 
beberapa kepala desa masih memiliki garis hubungan kekeluargaan, diantaranya 
kepala desa Lebang manai dengan Kepala Desa Bonto Cini, dan Kepala Desa 
Rumbia ketiganya saling memiliki hubungan pertalian darahyangmana ketika ada 
kontestasi politik saling menjalin komunikasi antar  kepala Desa dan tokoh 
masyarakat. Berikut diuraikan tabel 4.4 tentang relasi kekerabatan di antara ketiga 
Kepala Desa tersebut: 
Tabel 4.4 Klan Kepala Desa di 3Desa di Kecamatan Rumbia 
Nama  Jabatan  RelasiKekeluargaan 
H. Baharuddin  Kepala Desa Lebang 
Manai 
Saudara Samsuddin Awing 
Suprianto Lolo Kepala Desa Rumbia Sepupu Baharuddin / Awing 
Samsuddin Awing Kepala Desa Bonto Cini Saudara H.Baharuddin 






C. Pola Pembentukan Jaringan Politik Klan Kepala Desa di Kecamatan 
Rumbia. 
Pada tahun 2004 , pemerintah dan DPR menyepakati perubahan UU No. 
22/1999 menjadi UUD  no 32 /2004 tentang pemerintahan daerah yang di 
dalamnya cantumkan tentang mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung  
(pilkada). Sama dengan pilpres, pilkada juga mengundang berbagai kekhawatiran 
akan terjadinya gelombang protes, konflik, kekerasan, kerusuhan, dan propokasi 
lainnya yang mencederai jalannya proses demokrasi tersebut. Setelah melalui 
proses politik, hampir 200 kabupaten-kota serta propinsi menyelenggarakan 
pilkada langsung tahun 2005, umumnya di langsungkan pada bulan juni 2005, 
karena sebagian kepala daerah berakhir masa tugasnya awal 2004 dan menurut 
ketentuan UU, pilkada langsung baru dapat di laksanakan serentak di seluruh 
Indonesia mulai juni 2005 , setahun setelah penyelenggaraan Pilpres.
47
  
Proses pilkada yang berlangsung sejak juni 2005 belum dapat memberikan 
warna bagi peta kekuatan politik lokal, sebab terjadi penyebaran politik yang 
merata di seluruh Indonesia , tidak partai politik yang mendominasi hasil pilkada. 
Partai Golkar, PDIP , PAN, PKB , PPP, PKS. Dan partai lainnya yang 
memperoleh kemenagan dalam beberapa pikada. Sekali pun di antara  partai partai 
tersebut menjadi koalisi untuk memperoleh kemengan bersama. Dapat kita sebut 
misalnya –dalam pilkada juni 2005 di daerah istimewah Yogyakarta, kabupaten 
bantul di menangkan kader PDI-P , dimenangkan koalisi PDI-P dan PAN  dan di 
gunung kidul di menangkan oleh PAN, pilkada kota Yogyakarta di menangkan 
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PAN,  di NTB pilkada juni 2005 , peta politiknya hampir di kuasai Golkar, kota 
mataram, Golkar , Sumbawa juga Golkar , di Dompo juga Golkar. Di dominasi 
Golkar di NTB bukan karena semata–mata calon dari Golkar, tapi Karena figur 
yang diusung Golkar merupakan figur yang dikenal masyarakat dan memiliki akar 
sosial, kultural dan politik dengan rakyat yg akan dipimpinnya.
 48
   
Pertarungan  politik lokal tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh berkerjanya 
mesin partai , tetapi lebih di tentukan oleh banyak faktor, yang tepat akan menjadi 
partai yang mewarnai perumusan kebijakan lokal, meskipun dalam kenyataanya 
tidaklah mudah dalam memahami praktik politik di tingkat lokal, misalnya 
beberapa kader partai yang gagal mengendarai partainya sendiri, kemudian 
mencari kendaraan politik lain, begitu terpilih ia akan kembali ke partai asalnya. 
Peta politik lokal saat ini masih di warnai dengan pembentukan dinasti kekuasaan 
dari elit –elit yang berkuasa dan jejaring elit nasional, belum berproses menuju 
pada kehidupan politik lokal yang mencerminkan asas demokrasi.
49
 
Pasca era reformasi, kekuatan politik lokal menjadi semakin menguat. Hal 
ini terindikasi dengan munculnya figur-figur kuat lokal baik di tingkat kabupaten 
maupun pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Hadirnya figur-figur kuat 
lokal tersebut dilatarbelakangi oleh paham-paham primordial yang masih tertanam 
cukup kuat pada sebagian besar masyarakat di ranah lokal. Pada konteks 
masyarakat Jeneponto, stratifikasi sosial yang dikonstruksi oleh budaya setempat 
merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi seberapa besar 
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kekuatan politik yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu masyarakat pada posisi 
kelas atas dalam stratifikasi sosial yang dikonstruksi oleh budaya masyarakat di 
Jeneponto akan memiliki kekuatan politik yang cukup besar. Dengan kata lain 
besarnya pengaruh politik seseorang sangat ditentukan oleh seberapa tinggi posisi 
kelas sosial yang mereka sandang dalam struktur kelas masyarakat di Jeneponto. 
1. Stratifikasi Sosial Sebagai Pembentuk Jaringan Politik Klan 
  Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, 
utamanya dalam hal perlapisan sosial.Pelapisan sosial masyarakat yang tajam 
merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
50
Pembagian 
masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Jeneponto pada khususnya, 
dalam berbagai lapisan atau golongan adalah suatu faktor penting yang menguasai 




Secara garis besarnya masyarakat Jeneponto dibagi atas tiga golongan besar, 
yaitu: 
a. Ana Karaeng: kelompok kerabat inilah yang menempati tingkat tertinggi 
dalam pelapisan masyarakat Makassar. Kelompok kerabat ini terdiri atas empat 
golongan besar yakni : 
1) Ana‟ Ti‟no‟, golongan ini secara murni berdarah langsung dari Tumanurung. 
Seseorang yang berdarah Ana‟ Ti‟no‟ berasal dari bapak dan ibu yang 
keduanya berasal dari darah  Ana‟ Ti‟no. 
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2) Ana‟ Sipuwe, berdarah campuran antara darah Ana‟ Ti‟no‟ dan darah  
Tobajimaupun Tusamara. 
3) Ana‟ Cera‟, berdarah campuran antara (ayah) Ana‟ Ti‟no‟ dengan ibu 
seorang Ata. 
4) Ana‟ karaeng sala, berdarah (ayah) Ana‟ Sipuwe atau Ana‟ cera‟ dan 
(ibu),Tumaradeka, atau Ata, golongan ini merupakan golongan bangsawan 
yangjumlahnya paling banyak. 
b. Tomaradeka: lapisan masyarakat yang tergolong dalam Tumaradeka dapat 
dibagi atas dua macam, yaitu: 
1) Tubaji, golongan ini termasuk keluarga yang mempunyai tali perhubungan 
keluarga dengan silsilah Ana‟ Karaeng, namun ia sendiri sudah tidak dapat 
menunjukkan identitasnya, pada lapisan keberapa sebenarnya ia berada. 
2) Tusamara (orang kebanyakan), golongan inilah yang memiliki jumlah 
paling banyak dalam masyarakat makassar. 
c. Ata (budak): sebenarnya tidak dapat dijabarkan dalam arti perbudakan yang 
kita kenal di dunia perbudakan, baik di Eropa maupun di Afrika misalnya. 
Sebenarnya Ata‟ dalam pengertian disini adalah suatu keadaan seseorang dalam 
menjalani hukum karena pelanggaran adat. Ata‟ bukanah pelapisan sosial 
sungguh, melainkan suatu keadaan dimana seseorang melepaskan atau dirampas 
kemerdekaannya. 
Seseorang disebut Ata‟ ialah apabila : 





2) Dikalahkan dalam perang dan yang mengalahkannya menjual pada kita, 
maka jadilah Ata‟ pada kita. 
3) Mendatangi kita dan menawarkan dirinya untuk dibeli, kitapun membelinya 
dan ia adalah Ata‟ pada kita. 
4) Melakukan kesalahan atau pelanggaran adat, dan si terdakwa dijual oleh 
lembaga adat atau raja, kalau kita membelinya maka jadilah ia Ata‟ pada 
kita. 
 Perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain tampak dengan 
jelas sekali dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan antara bentuk-
bentuk rumah, pakaian maupun adat kebiasaan sehari-hari merupakan simbol-
simbol yang membedakan antara satu dengan yang lainnya.Antara satu golongan 
dengan golongan lainnya dapat dikatakan dibatasi oleh norma-norma adat 
tertentu, sekalipun demikian tidaklah berarti bahwa antara satu golongan dengan 
golongan lainnya tidak dapat berhubungan secara terbuka.
52
 
 Stratifikasi sosial hubungan antara pelindung dengan yang dilindungi 
bersifat sukarela namun tidak mudah terpisahkan, diantara keduanya mempunyai 
hak-hak dan kewajiban masing-masing, mereka mempunyai hubungan timbal 
balik yang saling menguntungkan antara yang melindungi dan yang dilindungi.
 Hubungan yang lebih sempit, yaitu hubungan antara bangsawan tertentu 
sebagai pemimpin (karaeng) dengan para pengikutnya (taunna), kewajiban 
bangsawan untuk membantu dan memperhatikan kesejahteraan pengikutnya lebih 
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Kewajiban ini mencerminkan rasa solidaritas, rasa setia kawan 
antara pemimpin dan pengikutnya.Kewajiban ini juga merupakan imbalan 




Mengacu pada stratifikasi sosial yang terbentuk pada masyarakat 
Jeneponto di atas, dengan menggunakan teori elit dapat dilihat proses 
terbentuknya jaringan politik klan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia. Teori elit 
menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas 
yang menguasai dan satu yang di kuasai.Kelompok masyarakat yang berada pada 
posisi teratas dalam stratifikasi sosial memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi 
kelompok masyarakat lainnya. 
Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Rumbia kaum bangsawan yang 
ada ataupun yang biasa disebut Karaeng memanfaatkan keadaan sosial yang ada 
dimana kaum bangsawan ataupun Karaeng yang ada sangat berpengaruh di 
masyarakat akan diikuti dan didengar arahannya oleh masyarakat, hal ini sejalan 
dengan wawancara denganIbu Murni Dg Caya selaku Anggota PKK Kec. Rumbia 
sebagai berikut: 
“Dari zaman dulu sampai sekarang Karaeng selalu di dengar arahannya 
jadi kalau ada calon kepala desa  atau kepala daerah yang merupakan 
garis keturunan karaeng yang bisa membuat perubahan bagi masyarakat 
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yah harus kita pilih kenapa mesti memilih yang lain dan sampai sekarang 
kita masih mempertahankan adat dan tradisi” 55 
 
 
Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Rumbia masih 
kuat mempertahankan nilai-nilai kulturalnya dan cenderung menganggap suatu 
adat atau tradisi sebagai yang terdiri , pesan-pesan leluhur sebagai yang selalu 
benar dan tidak perlu diperdebatkan. Hal ini dimungkinkan terjadi sebab sistem 
kebudayaan atau kearifan lokal masyarakat Turatea (Jeneponto) sebagian masih 
bertahan, khususnya pengakuan masyarakat akan status sosial seseorang yang 
menyandang gelar “karaeng” atau merupakan keturunan bangsawan (raja-raja 
terdahulu). Tentunya status sosial karaeng tersebut merupakan konstruksi sosial 




Pentingnya melacak sejarah tentang struktur sosial-politik di masyarakat 
Jeneponto, khususnya di Kecamatan Rumbia, karena pola-pola rekrutmen politik 
yang berdimensi klan (kekerabatan) tidak terlepas dari pengalaman historis 
masyarakat itu sendiri. Pada  gilirannya, konstruksi sejarah ini terinternalisasi 
sebagai habitus (struktur mental atau kognitif) yang kemudian menjadi dasar 
pilihan dan tindakan politik bagi warga setempat. Berdasarkan penuturan 
informan, kondisi masyarakat Jeneponto pada masa lampau, mengharuskan 
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dibentuknya sebuah lembaga untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada 
rajanya, agar kebutuhan masyarakat dan masalah-masalah yang terjadi dapat cepat 
terselesaikan.Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tuang Dahong sebagai 
berikut : 
“Jadi, dulu di Jeneponto ada yang namanya lembaga yang berfungsi 
sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat, tugasnya itu membantu raja 
menjalankan pemerintahan, mereka juga memberikan pertimbangan dan 
nasihat kalau raja membutuhkan.Lembaga ini namnaya Toddo‟ Appakka 
(Dewan Adat yang Empat) karena ada empat lembaga, Toddo Layu di 
Layu, Toddo Bangkala di Bangkala Loe, Toddo Lentu‟ di Lentu‟, dan 
Toddo Batujala di Batujala.”57 
 
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pola rekrutmen kepemimpinan 
di Jeneponto sejak dahulu menerapkan sistem perwakilan melalui lembaga 
legislatif yang dikenal dengan sebutan “Toddo‟ Appakka” (dewan adat) yang 
berasal dari bangsawan namun hanya memiliki kewenangan dalam mengangkat 
raja (Karaeng) pada masa kerajaan. Namun fungsi dewan adat saat ini hanya 
sebagai simbol dan tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam 
pemerintahan. Meski demikian, saat ini daya kharismatik seseorang yang 
berketurunan karaeng masih dipandang penting oleh sebagian besar masyarakat 
Jeneponto. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  Laupa’ Dg.Lili 
sebagai berikut: 
“Di sini orang bergelar karaeng itu punya kuasa, dihormati, apa yang 
mereka bilang cenderung diikuti, apalagi kalau mereka mendukung salah 
satu calon, biasanya mereka mengarahkan masyarakat untuk ikut apa 
yang mereka pilih, dan orang mengikuti pilihan karaeng”58 
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Masyarakat Jeneponto menerima kepemimpinan karaeng karena mereka 
memercayai kharisma pemimpin lokal yang memiliki pengaruh kuat. Namun 
eksistensi karaeng pada masa lampau bukanlah aktor politik yang penuh dengan 
ambisi kekuasaan, melainkan sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada 
seseorang yang dianggap kuat dan terpercaya dalam masyarakat Jeneponto. 
Kepemimpinan politik di Kecamatan Rumbia sangat dipengaruhi oleh simbol-
simbol kultural yang menjadi keyakinan masyarakat terhadap pemimpinnya. 
Simbol-simbol itu kemudian dimanipulasi oleh orang-orang tertentu (keluarga 
atau kelompok tertentu yang mengendalikan simbol-simbol tersebut), misalnya 
mewacanakan kandidat sebagai keluarga keturunan bangsawan, sehingga mereka 
dianggap paling berhak untuk memimpin di Desa itu, atau mereka mendapat 
justifikasi untuk menjadi pemimpin. 
Dalam konteks inilah dapat dicermati bahwa bangunan klan sesungguhnya 
tidak terlepas dari siapa patron awal yang membangun pondasi yang kuatyang 
membawanya sehingga klan tersebut mampu berada pada level kekuatan yang 
dominan untuk dikonsolidasikan pada tataran elit yang kemudian menjadi 
kekuatan yang kuat ditingkatan lokal. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 
informan penelitian, menyatakan bahwa kekuasaan politik H.Baharuddin sebagai 
Kepala Desa Lebang Manai, telah lama dibangun sejak orang tuanya dianggap 
sebagai tokoh masyarakat yang kharismatik oleh masyarakat setempat selain 
karena memiliki garis keturunan bangsawan (Karaeng) yang sekaligus menduduki 
jabatan sebagai Kepala Desa Lebang Manai.  Seperti yang diungkapkan oleh 





“Setahu saya H.Baharuddin itu memang keturunan Karaeng di desa ini, 
baik garis keturunan dari bapak maupun ibunya. H.Ledeng (Bapak 
H.Baharuddin) pernah juga menjadi kepala desa Lebang. Masyarakat di 
sini sangat menghormatinya karena dia itu tokoh masyarakat yang 
memiliki garis keturunan karaeng apalagi terbukti waktu menjadi Kades 
selalu memperhatikan kondisi warga Lebang manai.” 59 
 
Berdasarkan keterangan informan tersebut, diketahui bahwa politik klan 
yang dimiliki H.Baharuddin sebagai Kepala Desa Lebang Manai tidak terlepas 
dari usaha yang dibangun oleh orang tuanya sebagai patron awal. Dengan 
demikian, klan atau jaringan keluarga tersebut menjadi satu kesatuan yang kuat 
pada tataran politik lokal bahkan memunculkan regenerasibaru dari klan yang 
samakuat yang nantinya akan meneruskan proses politik yang sedang 
berlangsung. 
Faktanya, klan H.Ledeng menyebar di hampir seluruh desa di Kecamatan 
Rumbia, terutama di dua desa, yakni Suprianto Lolo sebagai Kepala Desa Rumbia 
yang notabene adalah sepupu dari H.Baharuddin, dan Samsuddin Awing sebagai 
Kepala Desa Bonto Cini yang merupakan saudara kandung H.Baharuddin dan 
sepupu dari Suprianto Lolo. Hal ini diutarakan oleh Ibu Sumiati  Dg Lebang 
sebagai Tokoh Masyarakat berikut : 
 
“Di Rumbia ini hubungan keluarga antar Kepala Desa sangat dekat, 
paling jauh hubungan mereka itu sepupu 2 kali. Hubungan H.Baharuddin 
dengan Samsuddin Awing itu bersaudara kandung. Kalau Suprianto Lolo 
yang kepala desa Rumbia itu bersepupu dengan Baharuddin dan 
Samsuddin. Di Lebang manai ini juga ada banyak perangkat desa yang 
punya hubungan keluarga dengan H.Baharuddin, contohnya Laupa Dg 
Lili‟ sebagi tokoh masyarakat dan Rahim Kepala Dusun. Kalau di 
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desanya Suprianto Lolo juga begitu, ada hubungan denganDesa Bonto 
cini  yaitu H.Jamal Dg Sewang danTarang.”60 
 
Keterangan informan di atas menunjukkan bukti bahwa politik klan sangat 
subur terjadi di wilayah Kecamatan Rumbia, dimana struktur kekuasaan 
pemerintah desa mulai dari kepala desa, kepala dusun hingga perangkat-perangkat 
desa di bawahnya hanya diisi oleh mereka yang memiliki hubungan kekerabatan 
satu sama lain. Hal ini tentunya bukanlah sesuatu yang baru terjadi di tengah 
masyarakat Rumbia, sebab secara historis ada kecenderungan bahwa pemimpin di 
daerah ini selalu berupaya mempertahankan rezim kekuasaan (status quo) salah 
satunya dengan cara mewariskan kekuasaan itu kepada keturunannya. Hal ini 
diungkapkan Bapak Saleh Dg Lingga sebagaiberikut : 
 
“Kuatnya tradisi kekaraengan di masyarakat banyak dimanfaatkan 
karaeng untuk mendominasi. Kalau kita perhatikan, masyarakat 
Jeneponto juga seolah-olah larut dalam wacana golongan karaeng yang 
mau saja mereka itu diperintah atau menerima apa adanya kekuasaan 
karaeng”61 
 
Ketaatan serta nilai penghormatan terhadap starta sosial (karaeng) 
menjadikan pola kehidupan politik masyarakat Jeneponto menjadi sangat 
monolitik namun disisi lain fenomena demikian menjadi sangat berarti bagi 
politisi yang berlabel karaeng yang mempunyai kemampuan secara politis untuk 
bisa menguasai ruang publik. Di desa ini tidak terjadi seperti apa yang disebut 
oleh Pareto dan Mosca sebagai sirkulasi elite. Pergantian kepemimpinan formal 
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atau elite yang memerintah di Kecamatan Rumbia cenderung berlangsung antara 
Bapak-Anak-Saudara-Sepupu(klanH.Ledeng), dan dilakukan dengan kesepakatan 
secara tertutup di antara mereka, meskipun di depan publik proses demokrasi 
berlangsung secara terbuka. Menghubungkan elite dan demokrasi sangat 
diperlukan agar kekuasaan elite dapat melibatkan atau dikontrol oleh massa. Apa 
yang diharapkan dalam konsep demokrasi sulit tidak ditemukan di Kecamatan 
Rumbia karena belum tercipta sub elite yang dapat menandingi kekuasaan elite 
klan H.Ledeng. 
Kecamatan Rumbia bisa disebut sebagai desanya klan H.Ledeng. 
Masyarakat memberikan penghormatan yang tinggi kepada figur ini karena klan 
inilah yang memberikan banyak perubahan sosial dan ekonomi di hampir seluruh 
desa Kecamatan Rumbia. Mulai pada saat H.Ledeng menjabat sebagai Kepala 
Desa Lebang Manai, ia melakukan perubahan pada berbagai aspek kehidupan 
masyarakat, misalnya sektor pertanian dimana produktivitas pertanian masyarakat 
dapat meningkat. Loyalitas masyarakat di Desa Lebang dan sekitarnya sudah 
dibuktikan pada berbagai momentum politik yang melibatkan klan H.Ledeng. 
Ketika dua keturunannya (H.Baharuddin dan SamsuddinAwing) mencalonkan diri 
sebagai Kepala Desa, mobilisasi massa yang sangat fanatik datang dari desa-desa 












2. Pengaruh Kapital (Modal) dalam Mendukung Jaringan Politik Klan. 
a. Modal Ekonomi 
Modal ekonomi mencakup alat–alat produksi (mesin,tanah,buruh,) materi 
(pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk 
segalah tujuan serta di wariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. 
Modal ekonomi sangat diperlukan dalam arena kontestasi politik untuk 
menunjang berlangsungnya proses politik hal ini sangat mempengaruhi dalam 
proses pertarungan politik khususnya dalam tingkat lokal yang dimana masyarakat 
membutuhkan sebuah tunjangan material. modal ekonomi sangat di perlukan 
dalam proses pembentukan klanisasi politik dinamika ini terjadi dalam kontestasi 
politik khususnya dalam wilayah kabupaten jeneponto. di Kecamatan Rumbia 
telah terjadi politik klan Kepala Desa di antaranya Kepala desa Lebang 
Manai,Kepala Desa Rumbia dan Kepala Desa Bonto Cini.  
b. Modal Sosial 
Modal sosial menunjuk pada jaringan sosial yang di miliki pelaku 
(individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki 
kuasa.Modal Sosial sangat diperlukan dalam arena kontestasi politik untuk 
menunjang berlangsungnya proses politik.  
Hal ini sangat mempengaruhi dalam proses pertarungan politik khususnya 
dalam tingkat lokal, dimana mereka yang ingin terjun kedalam dunia perpoltikan 
mesti memiliki jaringan Sosial baik di berbagai tingkatan ataupun kelompok 
didalam lingkungan masyarakat, kerenanya untuk membangung klanisasi yang 




dalam penilitian saya di Kecamatan Rumbia telah terjadi politik klan Kepala Desa 
di antaranya Kepala desa Lebang Manai, Kepala Desa Rumbia dan Kepala Desa 
Bonto Cini.  
c.  Modal Kultural 
Modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa 
diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Termasuk modal 
budaya antara lain, kemampuan menampilkan diri depan publik, pemilikan benda-
benda budaya bernilai tinggi, kemampuan dan keahlian tertentu dari hasil 
pendidikan, juga sertifikat (gelar kesarjanaan).
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Modal budaya di arena kontestasi politik sangat diperlukan tiada lain 
untuk menunjang berlangsungnya proses politik, di tingkat lokal modal budaya ini 
sebagai faktor penunjang mengenai asal kedaerahan, keturunan dan lain 
sebagainya yang mana bisa mempengaruhi tingkat elektabilitas dan memperluas 
ataupun memperkuat klanisasi yang dibangun. 
d. Modal Simbolik 
Modal simbolik semakin besar seorang mengakumulasi modal tertentu 
maka makin besar pula peluang untuk mengkonversi antar modal. Misalnya, 
seseorang yang mempunyai uang banyak (modal ekonomi) secara leluasa bisa 
menampilkan kedermawaannya entah itu mendirikan yayasan miskin, sedekah dan 
lain sebagainya. Yang bertujuan memperoleh image sebagai orang baik, mendapat 
otoritas dan legitimasi sebagai pembela orang miskin. 
                                                             
62




Modal simbolik juga diperlukan dalam arena kontestasi politik untuk 
menunjang berlangsungnya proses politik hal ini sangat mempengaruhi dalam 
proses pertarungan politik khususnya dalam tingkat lokal, seperti yang dikatakan 
diatas dimana modal simbolik ini bertujuan untuk mendapatkan image sebagai 
orang yang baik dalam kata lain seorang tersebut membangun citra baik untuk 
mendapatkan simpatisan dari masyarakat hal ini juga sebagai modal utama dalam 
membangun klanisasi di tengah-tengah masyarakat dan untuk mempertahankan 
klanisasi tersebut. Dimana jika modal simbolik ini sudah dimiliki maka sudah 
menjadi hal yang mudah untuk bertarung dalam arena kontestasi politik karena 
simpatisan dari masyarakat sudah di dapatkan dari pembentukan image yang baik 
di tengah masyarakat. 
Pemikiran Bourdieu adalah mengenai modal (capital). Modal adalah hal 
yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan di 
dalam hidupnya. Ada banyak jenis kapital, seperti intelektual (pendidikan), 
ekonomi (uang), dan budaya (latar belakang dan jaringan). Modal ini bisa 
diperoleh jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.
63
 Dalam 
konteks politik, seseorang yang memiliki modal politik (sumber daya politik), 
maka ia akan berperan aktif dalam arena politik untuk mendapatkan sumber-
sumber kekuasaan dalam politik, baik itu jabatan, kedudukan, ataupun 
kewenangan lainnya. 
Pra pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Rumbia, juga menunjukkan 
adanya peran politik anggota keluarga dari ketiga calon Kepala Desa, baik 
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H.Baharuddin, Samsuddin Awing dan Suprianto Lolo. Peranan pihak keluarga 
yang bergerak untuk sosialisasi di lapangan selalu bersanding dengan uang. 
Tentunya  aktor politik harus menyiapkan uang mendukung tujuannya. Kepala 
Desa terpilih SamsuddinAwing misalnya mengakui, keterlibatan keponakannya 
dalam menyokong dirinya dengan uang sangat berarti dalam upayanya meraih 
posisi kekuasaan di Desanya. Selain itu, kepala desa terpilih Suprianto Lolo juga 
dibantu operasionalnya oleh H.Jamal Dg Sewang seorang pengusaha di Desa 
Rumbia. Uang dan relawan tidak saja dibutuhkan untuk memenangkan seseorang 
menjadi kepala desa, tetapi juga untuk kepentingan politik jangka panjang yang 
membutuhkan uang.  
Kondisi ini menjadikan politik di Kecamatan Rumbia bersifat kontraktual. 
Politik yang bersifat kontraktual biasanya hanya menguntungkan kelompok yang 
memiliki kapital dan modal produksi seperti tanah. Tuan tanah di Desa Rumbia 
menjadi tokoh kunci (patron) pada setiap momentum politik seperti pemilihan 
kepala desa dan Pemilu. Tuan tanah dengan konsep kontraktual bisa memaksa 
petani penggarap atau pekerja sawahnya (klan) untuk memenangkan kandidat atau 
klan elit tertentu. 
Dengan demikian, pola relasi antara elit politik dengan masyarakat 
mempunyai kecenderungan seperti relasi patron-client. Patron adalah posisi 
dimana ia mempunyai sumber-sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 
melindungi dan memberikan kebutuhan bagi client untuk menciptakan 
ketergantungan dan kepatuhan. Sedangkan klien memiiliki rasa ketergantungan 




dengan kultur patrimonialisme, maka politisasi klan menjadi keniscayaan, karena 




D. Dampak yang Ditimbulkan Politik Klan terhadap Perilaku Politik 
Masyarakat di Kec. Rumbia Kab. Jeneponto. 
Klan atau jaringan pada ranah panggung politik sangat berperan besaryang 
nantinya dapatmemengaruhi proses politik atau sebuah kebijakan dan efek sosial 
politik dari opini politik klanyang dibangun.Pola komunikasi yang kuat yang 
dibangunsebuah kelompok kekerabatan jaringan keluarga, adalah salah satu faktor 
menguatnyafenomena klan atau jaringan keluarga di tingkatan elit poltik lokal 
yang memungkinkan terjadinya dominasi kekuasaan pada arah proses kebijakan 
nantinya. 
Perilaku politik pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak 
terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku 
politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan 
secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.  
Banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku pemilih. Misalnya isu-isu 
dan kebijakan politik, sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap 
representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih 
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kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan 
ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal (klien) pada 
ketokohan figur (patron) tertentu. Determinan yang paling mendasar dalam 
memengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian 
sistem sosial, dan aliran politik, seperti yang diungkapkan Bapak Aso Dg Bonto 
berikut : 
 
“Sistem kekerabatan di desa ini memang kental tapi ada juga dalam satu 
rumah itu tidak semua pilihan politiknya sama, ada juga yang berbeda, 
untuk orang-orang yang mengerti sistem pemilihan kepala desa, mereka 
lebih melihat figur calon dan juga apa yang bisa didapat ketika mereka 
memilih. Contohnya mengapa incumbent kalah dalam pemilihan kades 
kemarin, mungkin masyarakat sudah bosan dengan pemimpin yang 
sebelumnya, mereka pikir gaya kepemimpinan cenderung sama, dan 
mereka butuh sesuatu yang baru.”65 
 
Individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk 
yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang 
dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa pilihan 
rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung 
dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos 
memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan, 
tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada.
66
 
Apabila dipertautkan dengan eksistensi Kepala Desa terpilih di Kecamatan 
Rumbia, justru menunjukkan kecenderungan semakin menguatnya politik klan di 
daerah ini. Tentunya kepemimpinan seluruh kepala desa tersebut merupakan hasil 
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legitimasi rakyatnya sendiri melalui sistem rekrutmen politik, meskipun harus 
juga diakui adanya sebagian warga yang termobilisasi atau digerakkan oleh orang 
lain (mobilized participation). Kemungkinan ini terjadi karena jaringan-jaringan 
politik klan yang ada dalam infrastruktur politik dapat memanfaatkan tingkah laku 
kolektif warga ke arah kepentingan politik di dalam memperoleh kekuasaan 
politik.  
Berdasarkan temuan data lapangan, menunjukkan bahwa perilaku politik 
sebagian masyarakat Rumbia lebih bercorak sebagai pemilih tradisional atau 
memiliki ikatan primordial yang masih kuat berupa sentimen etnisitas dan 
primordialisme. Dalam perspektif budaya politik, sebagian masyarakat Rumbia 
yang dimaksud berada dalam kategori politik parokial-kaula, yang dalam realitas 
politiknya cenderung kepada pertimbangan primordial.Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Napi’ Dg Tamma’ berikut : 
 
“Masyarakat Jeneponto memiliki hubungankeluarga yang sangat kental, 
dan nilai-nilai budaya itu masih terus dipertahankan, dan karena itulah 
jika dalam pemilihan kepala desa atau bupati, ini menjadi salah satu yang 
selalu diperhatikan oleh kandidat untuk menuai suara”67 
 
Sementara itu, masyarakat lainnya bertipikal pemilih rasional dimana 
mereka akan cenderung memilih kandidat dengan beragam pertimbangan, antara 
lain integritas, kapabilitas, dan kompetensinya.Sebagaimana yang diungkapkan 
oleh Ibu Murni Dg Caya selaku anggota PKK Kec. Rumbia berikut : 
 
“Kalau bicara pilihan politik memang tidak ada salahnya kita memilih 
atau berusaha mempertahakan kekuasaan dengan memberikan keluarga 
                                                             





untuk mencalonkan diri, Cuma bagi saya itu bisa menjadi salah kalau 
tidak memperhatikan kemampuan calon, jangan asal mau calon dan pilih 
saja, hasilnya nanti bisa tidak sesuai dengan yang diharapkan”.68 
 
Dalam Pemilihan Kepala Desa Lebang Manai Kecamatan Rumbia diikuti 
oleh tiga calon. Pertarungan saat itu sesungguhnya hanya terjadi antara 
H.Baharuddin dengan Petahana (incumbent)karena bagi keluarga H.Baharuddin, 
kandidat lain hanya dijadikan sebagai calon bayangan untuk menggerus suara 
incumbent. Klan H.Ledeng dan Laupa Dg Lili pun menyatu untuk memenangkan 
H.Baharuddin, meskipun kerabatnya juga ikut berkompetisi. Menurut keterangan 
informan, H.Baharuddin sebagai rival incumbent sesungguhnya jauh lebih 
dibutuhkan oleh masyarakat Lebang Manai. 
“Kepala Desa selama ini kurang melihat kondisi masyarakat lebang. Saya 
menilai masyarakat itu sangat butuh pemimpinan yang peduli, berani, 
bisa mensejahterahkan masyarakat di desa ini dan mau ambil resiko. 
Kalau kita lihat karakter itu ada pada H.Baharuddin.yang berlatar 
belakang pengusahan dan bekerja sebagai petani Dengan pertimbangan 
itu semua, keluarga H.Baharuddin harus bekerja keras mengalahkan 
incumbent.”69 
 
Tersirat dari keterangan informan tersebut, bahwa kemenangan 
H.Baharuddin sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Lebang Manai terutama 
bagi kepentingan klan untuk memperkokoh dominasi kekuasaan warisan keluarga 
H.Ledeng. Alasan spekulatif lain, karena incumbent diisukan berasal dari desa 
luar bukan keturunan asli kampung Rumbia atau Lebang Manai. Dengan berbagai 
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strategi, antara lain keluarga H.Baharuddin mengembangkan isu politik sektarian, 
sehingga berhasil mengantar H.Baharuddin sebagai Kepala Desa Lebang Manai. 
Dalam kaitan ini informan dari pihak relawan incumbent menyatakkan bahwa 
proses sosialisasi kandidatnya tidak menggunakaan sentimen komunal dan 
primordial. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sanggu Dg Nappu selaku Kepala 
LINMAS : 
“Tidak ada politik seperti itu, kami hadapi sesuai aturan yang ada, 
biarkan saja masyarakat menilai karena calon yang kami usung itu sudah 
memberikan bukti kerja di masyarakat, kami percaya masyarakat Lebang 
sudah paham kalau pemilihan kepala desa itu memberikan kesempatan 
masyarakat Rumbia untuk memilih sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa 
dihasut sekalipun, mereka tau mana orang yang baik dan tidak untuk 
memimpin desa ini”.70 
 
Berdasarkan pendapat kedua informan di atas, diketahui bahwa masing-
masing calon pra pemilihan Kepala Desa memanfaatkan momentum kampanye 
politik untuk merebut simpati warga meskipun dengan strategi yang berbeda. 
Strategi yang menonjol justru ditunjukkan oleh pendukung H.Baharuddin yang 
mengajukan calon bayangan dari keluarganya sendiri untuk menggerus suara 
incumbent. Selain itu, isu primordial juga dihembuskan oleh pendukung 
H.Baharuddin sehingga dengan mudah meraih kursi kekuasaan sebagai kepala 
desa. Fenomena ini tampaknya sama dengan pendapat Bourdieu, bahwa  arena 
politik hanya dijadikan arena pertarungan, adu kekuatan, dan sebuah medan 
dominasi dan konflik antar individu, antarkelompok demi mendapatkan posisinya. 
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Sebenarnya mekanisme demokrasi di tingkat lokal yang diwujudkan 
melalui pemilihan Kepala Desa itu juga semakin memapankan situasi politik 
kekerabatan (klan), karena semua putra daerah terdorong merebut kekuasaan pada 
tingkat lokal, karena yang bersaing orang lokal semua. Itu artinya putera daerah 
semua yang diutamakan sehingga tidak ada calon dari luar daerah yang bisa 
menguasai struktur kepemimpinan dimana kehendak sosial yang mengharuskan 
putera daerah yang memimpin. Akan tetapi kenyataannya, di berbagai daerah, 
seperti halnya di Kecamatan Rumbia, momentum pemilu banyak diikuti oleh 
kerabat dan keluarga penguasa dan pejabat terkenal dengan modal politik dan 
ekonomi yang kuat. 
Sejalan dengan keterangan Informan bahwa politik Klan yang ada di 
Kecamatan Rumbia  Khusus di tingkat Desa sampai sekarang masih memakai 
sistem kekeluargaan. Berikut pernyataan dari Bapak Napi’ Dg Tamma’ : 
“Dulu pada tahun 80 an Kepala Desa namanya ialah Kepala Bori‟ dan 
Kepala Dusun di sebut Gallarang itu pada zaman gerombolan. seiring 
berjalannya waktu di ganti menjadi Kepala Desa yang kita kenal sekarang 
dari dulu sampai sekarang sistem kekeluargaan itu di terapkan .contohnya 
pada saat menjelang pemelihan khususnya Kepala Desa  semua keluarga 
dan kerabat berkumpul untuk membicarakan calon Kepala Desa yang 
akan di usung lalu membicarakan strategi untuk memenangkan calon 
tersebut, selain itu  kami juga menjalin silaturahmi ke desa lain yang 
merupakan keluarga juga untuk ikut membantu calon tersebut karena di 
sini di Kec. Rumbia bisa di bilang keluarga semua begitulah cara kami 
pada saat  adapemilihan bahkan ketika ada pemilihan kepala daerah  kita 
di kec. Rumbia selalu di perhitungkan bahkan ada tim suskes dari calon 
kepala daerah  datang ke sini.”71 
 
Juga hasil wawancara dengan Bapak Lahaya Dg Ngiri’ berikut : 
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“Kekuatan dari H.Baharuddin sebagai Kepala Desa terpilih, karena 
hubungan kekerabatan yang kuat dengan perangkat desa lain, faktor yang 
utama juga figur beliau, secara personal dia itu memiliki kecakapan untuk 
memimpin Desa Lebang, beliau pekerja keras dan isu utama yang 
diangkat adalah pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan 
masyarakat desa, cermin sikap beliau inilah yang menjadi daya tarik bagi 
masyarakat untuk memilihnya”72 
 
Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa sistem kekeluargaan sudah 
mengakar dan membudaya dalam pemilihan Kepala Desa, modal sosial menjadi 
hal yang sangat penting untuk ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa di 
Kecamatan Rumbia. 
                                                             









A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa politik klan terjadi dalam 
mekanisme perekrutan Pemerintah Desa yang terjadi di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto.Di kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, beberapa 
Kepala Desa masih memiliki garis hubungan pertalian darah, diantaranya kepala 
Desa Lebang Manai dengan Kepala Desa Bonto Cini, dan Kepala Desa Rumbia 
ketiganya saling memiliki hubungan pertalian darah yang mana ketika ada 
kontestasi politik saling menjalin komunikasi antar Kepala Desa dan Tokoh 
Masyarakat. 
Jaringan politik dibentuk oleh dua hal yakni stratifikasi sosial dan modal 
(modal sosial, modal kultural,modal ekonomi, dan modal simbolik). Dalam 
struktur masyarakat Jeneponto posisi Karaeng menempati posisi tertinggi dalam 
stratifikasi sosial sehingga orang-orang yang merupakan keturunan Karaeng atau 
keluarga dekat dengan Karaeng akan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat 
Jeneponto. Sehingga membentuk jaringan politik dalam masyarakat. Karaktersitik 
masyarakat yang masih kuat ikatan primordialnya  juga menyebabkan para aktor 
politik khususnya Kepala Desa memanfaatkan jaringan keluarga untuk 
memenangkan kontestasi politik seperti Pilkades. Kekuatan modal (sosial, 
ekonomi, kultural, dan simbolik) juga menjadi kekuatan ampuh untuk 





Terbentuknya jaringan politik klan berpengaruh pada perilaku politik 
masyarakat, dapat dilihat dalam kontestasi politik seperti Pilkades. Perilaku 
politik pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh 
faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil 
dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal 
merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan 
dan pengalaman yang dimiliki 
Berdasarkan temuan data lapangan, menunjukkan bahwa perilaku politik 
sebagian masyarakat Rumbia lebih bercorak sebagai pemilih tradisional atau 
memiliki ikatan primordial yang masih kuat berupa sentimen etnisitas dan 
primordialisme. Dalam perspektif budaya politik, sebagian masyarakat Rumbia 
yang dimaksud berada dalam kategori politik parokial-kaula, yang dalam realitas 
politiknya cenderung kepada pertimbangan primordial. Sementara itu, masyarakat 
lainnya bertipikal pemilih rasional dimana mereka akan cenderung memilih 
kandidat dengan beragam pertimbangan, antara lain integritas, kapabilitas, dan 
kompetensinya namun  hanya sebagian kecil saja. Sehingga jaringan politik klan 
Kepala Desa di Kecamatan Rumbia merupakan instrumen yang digunakan para 
Kepala Desa tersebut untuk memperoleh dukungan politik masyarakat sehingga 














Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini,saran-saran  yang dapat diberikan 
penulis adalah : 
1. Dengan terpilihnya para Kepala Desa di Kec.Rumbia dengan sistem  
klanisasi demokrasi diharapkan mampu menopang kesejahteraan 
masyarakat dan membuka lebar  ruang untuk masyarakat untuk  ikut 
serta dalam menentukan kebijakan – kebijakan untuk masyarakat umum. 
2. Penulis mengharapkan dengan terpilihnya para Kepala Desa di Kec. 
Rumbia mampu memberikan aroma segar bagi masyarakat dan mampu 
memajukan kesejahteraan sosial serta meningkatkan pembangunan baik 
yang bersifat umum maupun  yang bersifat pribadi dan  membuka  lebar 
ruang bagi semua kalangan baik pemuda maupun masyarakat yang 
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